[bookmark: _GoBack]INVENTARISASI PERIJINAN DAN NON IJIN
KECAMATAN SENDURO


	NO
	JENIS PRODUK LAYANAN
	DASAR HUKUM
	DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA
	ALASAN

	
	PERIJINAN
	NON PERIJINAN
	
	SETUJU/SUDAH
	TIDAK SETUJU
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) dan Ijin Gangguan (HO)
	
	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	2
	Pelayanan Ijin Mendirikan Rumah  (IMB) rumah tidak bertingkat
	
	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	3
	Pelayanan Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (non komersil)
	
	1. JuklapKapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang ijin keramaian
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Nomor  2006 tentang pajak hiburan
3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	4
	Pelayanan Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (Komersil)
	
	1. JuklapKapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang ijin keramaian
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Nomor  2006 tentang pajak hiburan
3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	5
	Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan Untuk PenggilinganPadi (HULLER)
	
	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Usaha Penggillingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	6
	
	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
	1. PeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2007 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor23Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan
2. PeraturanPresidenNomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratandan  Tata Cara PendaftaranPendudukdanPencatatanSipil
3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	7
	
	PelayananPerekamandanPermohonanPencetakanKartuTandaPendudukelektronik (KTP-el)
	
	
	
	

	8
	
	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk
	
	
	
	

	9
	
	Pelayanan Surat Keterangan Organisasi Terlarang (OT)
	1. SuratEdaranSekdaKab. Lumajang No. 138/106/427.11/2015 tgl. 22 Januari 2015
2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	10
	
	PelayananSuratKeteranganCatatanKepolisian (SKCK)
	1. Skep Kapolri No. Tahun 2010 tentang Tata Cara PenerbitanSuratKeteranganCatatanKepolisian.
2. SuratEdaranSekdaKab. Lumajang No. 138/106/427.11/2015 tgl. 22 Januari 2015
3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	11
	
	Pelayanan RekomendasiPernikahan TNI/POLRI
	1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan
2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	12
	
	Pelayanan Rekomendasi Surat-surat lainnya
	1. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	13
	
	Pelayanan Rekomendasi Santunan Kematian
	1. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 66 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4723)
2. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. PERBUB Lumajang No. 61 Tahun 2016 tentang kedududkan,susunan organisasi,Uraian tugas & fungsi serta tata kerja Dinas Sosial;
4. PERBUB Lumajang No. 56 Tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan & belanja daerah tahun anggaran 2017;
5. PERBUB Lumajang No. 11 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin
	
	
	

	14
	
	Pelayanan Rekomendasi Perubahan Data Obyek PajakBumi dan Bangunan (PBB)

	1. Undang-undangNomor 12 Tahun 1985 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan
2. SuratEdaranDirekturJenderalPajakNomor SE-19/PJ/1993 tentang PST yang terkaitdenganpermohonandanpenyelesaianmutasi
3. SuratEdaranDirekturJenderalPajakNomor SE-40/PJ/2007 tentangStandarWaktuPelayananPendaftaranObjekPajakBumidanBangunanBarudanMutasiObjek/SubjekPajakBumidanBangunan, yang berkaitandenganjangkawaktupenyelesaianmutasiobjekdan/atausubjek PBB
4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	15
	
	Pelayanan Rekomendasi PenggalanganDana Sarana Sosial dan Peribadatan

	1. Undang-undangNomor 09 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang
2. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan 
3. KeputusanMenteriSosial No 56 Tahun 1996 tentangpelaksanaanpengumpulansumbanganolehmasyarakat
4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	16
	
	Pelayanan Rekomendasi Surat KeteranganTidak Mampu

	1. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraanSosial (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 66 TambahanLembaran Negara RI nomor 4723)
2. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskin
3. KeputusanMenteriSosialRepublik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentangPenetapanKriteriadanPendataan Fakir Miskindan Orang TidakMampu
4. SuratKeputusanBupatiLumajangNomor: 188.45/85/427.12/2017 TentangPelimpahanSebagianKewenanganBupatiKepadaCamat
	
	
	

	17
	
	Pelayanan Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha Mikro Kecil dan Menengah

	1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah
2. SuratKeputusanBupatiLumajangNomor: 188.45/85/427.12/2017 TentangPelimpahanSebagianKewenanganBupatiKepadaCamat
	
	
	

	18
	
	Pelayanan Surat Keterangan Kewarisan
	1. Undang-undangNomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraanRepublik Indonesia
2. Undang-undangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan,
3. Undang-undangNomor 40 Tahun 2008 tentangPenghapusanDiskriminasiRasdanEtnik
4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	19
	
	Pelayanan Pendistribusian Bansos Beras Sejahtera (Rastra) untuk keluarga miskin
	1. Keputusan Menteri Sosial no. 163/HUK/2017 tentang penetapan perubahan data terpadu program penanganan fakir miskin Tahun 2017
2. Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat dan tahap penyaluran bantuan sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018
3. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 511.1/9086/SJ kepada Gubernur tentang pelaksanaan program rastra dan  tahun 2018
4. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 511.1/9086/SJ kepada Bupati tentang pelaksanaan program rastra dan  tahun 2018
5. SuratKeputusanBupatiLumajangNomor: 188.45/85/427.12/2017 TentangPelimpahanSebagianKewenanganBupatiKepadaCamat
	
	
	

	20
	
	Pelayanan Rekomendasi subsidi listrik 900 Volt untuk keluarga miskin
	1. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
2. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
3. Hasil kesimpulan rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI tanggal 2016, menyetujui pencabutan subsidi dengan daya 900 VA bagi keluarga rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat
4. SuratKeputusanBupatiLumajangNomor: 188.45/85/427.12/2017 TentangPelimpahanSebagianKewenanganBupatiKepadaCamat
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INVENTARISASI PERIJINAN DAN NON IJIN
KECAMATAN SENDURO


	NO
	JENIS PRODUK LAYANAN
	DASAR HUKUM
	DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA
	ALASAN

	
	PERIJINAN
	NON PERIJINAN
	
	SETUJU/SUDAH
	TIDAK SETUJU
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) dan Ijin Gangguan (HO)
	
	4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	2
	Pelayanan Ijin Mendirikan Rumah  (IMB) rumah tidak bertingkat
	
	3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	3
	Pelayanan Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (non komersil)
	
	4. JuklapKapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang ijin keramaian
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Nomor  2006 tentang pajak hiburan
6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	4
	Pelayanan Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (Komersil)
	
	4. JuklapKapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang ijin keramaian
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Nomor  2006 tentang pajak hiburan
6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	5
	Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan Untuk PenggilinganPadi (HULLER)
	
	4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Usaha Penggillingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	6
	
	PelayananPembuatanKartuKeluarga (KK)
	4. PeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2007 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor23Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan
5. PeraturanPresidenNomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratandan  Tata Cara PendaftaranPendudukdanPencatatanSipil
6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	7
	
	PelayananPerekamandanpermohonanPencetakanKartuTandaPendudukelektronik (KTP-el)
	
	
	
	

	8
	
	PelayananSuratKeteranganPindah Penduduk
	
	
	
	

	9
	
	PelayananSuratKeteranganOrganisasiTerlarang (OT)
	3. SuratEdaranSekdaKab. Lumajang No. 138/106/427.11/2015 tgl. 22 Januari 2015
4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	10
	
	PelayananSuratKeteranganCatatanKepolisian (SKCK)
	4. Skep Kapolri No. Tahun 2010 tentang Tata Cara PenerbitanSuratKeteranganCatatanKepolisian.
5. SuratEdaranSekdaKab. Lumajang No. 138/106/427.11/2015 tgl. 22 Januari 2015
6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	11
	
	Pelayananrekomendasipernikahan TNI/POLRI
	3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan
4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	12
	
	PelayananrekomendasiSurat-surat lainnya
	2. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	13
	
	Pelayananrekomendasisantunankematian
	6. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 66 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4723)
7. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
8. PERBUB Lumajang No. 61 Tahun 2016 tentang kedududkan,susunan organisasi,Uraian tugas & fungsi serta tata kerja Dinas Sosial;
9. PERBUB Lumajang No. 56 Tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan & belanja daerah tahun anggaran 2017;
10. PERBUB Lumajang No. 11 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin
	
	
	

	14
	
	Pelayanan rekomendasiperubahan data obyekPajakBumi dan Bangunan (PBB)

	5. Undang-undangNomor 12 Tahun 1985 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan
6. SuratEdaranDirekturJenderalPajakNomor SE-19/PJ/1993 tentang PST yang terkaitdenganpermohonandanpenyelesaianmutasi
7. SuratEdaranDirekturJenderalPajakNomor SE-40/PJ/2007 tentangStandarWaktuPelayananPendaftaranObjekPajakBumidanBangunanBarudanMutasiObjek/SubjekPajakBumidanBangunan, yang berkaitandenganjangkawaktupenyelesaianmutasiobjekdan/atausubjek PBB
8. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	15
	
	Pelayanan rekomendasipenggalangandanasaranasosial dan Peribadatan

	5. Undang-undangNomor 09 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang
6. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan 
7. KeputusanMenteriSosial No 56 Tahun 1996 tentangpelaksanaanpengumpulansumbanganolehmasyarakat
8. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	16
	
	Pelayanan rekomendasi Surat KeteranganTidakMampu

	5. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraanSosial (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 66 TambahanLembaran Negara RI nomor 4723)
6. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskin
7. KeputusanMenteriSosialRepublik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentangPenetapanKriteriadanPendataan Fakir Miskindan Orang TidakMampu
8. SuratKeputusanBupatiLumajangNomor: 188.45/85/427.12/2017 TentangPelimpahanSebagianKewenanganBupatiKepadaCamat
	
	
	

	17
	
	Pelayanan Surat keterangandomisilitempat usaha Mikro Kecil dan menengah

	3. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah
4. SuratKeputusanBupatiLumajangNomor: 188.45/85/427.12/2017 TentangPelimpahanSebagianKewenanganBupatiKepadaCamat
	
	
	

	18
	
	Pelayanan Surat KeteranganKewarisan
	5. Undang-undangNomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraanRepublik Indonesia
6. Undang-undangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan,
7. Undang-undangNomor 40 Tahun 2008 tentangPenghapusanDiskriminasiRasdanEtnik
8. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
	
	
	

	19
	
	Pelayanan pendistribusian Bansos Beras Sejahtera (Rastra) untuk keluarga miskin
	6. Keputusan Menteri Sosial no. 163/HUK/2017 tentang penetapan perubahan data terpadu program penanganan fakir miskin Tahun 2017
7. Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat dan tahap penyaluran bantuan sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018
8. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 511.1/9086/SJ kepada Gubernur tentang pelaksanaan program rastra dan  tahun 2018
9. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 511.1/9086/SJ kepada Bupati tentang pelaksanaan program rastra dan  tahun 2018
10. SuratKeputusanBupatiLumajangNomor: 188.45/85/427.12/2017 TentangPelimpahanSebagianKewenanganBupatiKepadaCamat
	
	
	

	20
	
	Pelayanan rekomendasi subsidi listrik 900 Volt untuk keluarga miskin
	5. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
6. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
7. Hasil kesimpulan rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI tanggal 2016, menyetujui pencabutan subsidi dengan daya 900 VA bagi keluarga rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat
8. SuratKeputusanBupatiLumajangNomor: 188.45/85/427.12/2017 TentangPelimpahanSebagianKewenanganBupatiKepadaCamat
	
	
	






															Lumajang, 06 April 2018

CAMAT – SUMBERSUKO




INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
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